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ABSTRAK 
 
A. MUH. FAJRIN, B III 06 705, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak 
Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Ibu Rumah Tangga di Kota 
Makassar Studi Kasus tahun 2009-2012, (dibimbing oleh Slamet 
Sampurno sebagai pembimbing I dan Hijrah Adhyanti M sebagai 
pembimbing II) 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
melatarbelakangi terjadinya kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Ibu 
Rumah tangga di Kota Makassar serta upaya penanggulangan tindak pidana 
narkotika yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar. 
 
 Hasil penelitian pada penulisan ini yakni data yang diperoleh baik dari 
data primer maupun sekunder diolah dan dianilisis secara kualitatif yaitu, 
uraian menurut mutu dan sifat gejala dalam peristiwa hukumnya yang 
berlaku dalam kenyataannya sebagai gejala data primer yang berhubungan 
dengan teori-teori dalam data sekunder, kemudian ditulis secara deskriptif. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 Indonesia merupakan negara yang kaya, memiliki keanekaragaman 
suku budaya, agama, ras, serta bahasa yang didasari oleh semboyan 
Bhinneka Tunggal Ika. Tempaan oleh kerasnya arus globalisasi, serta 
perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, sebagai bangsa dengan 
salah satu jumlah penduduk terpadat didunia, tentunya dibutuhkan semangat 
patrotisme dan kerja keras yang bukan semata-mata menjadi tanggung 
jawab aparat pemerintahnya, tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh 
lapisan masyarakat. Dengan demikian nilai-nilai serta kebiasaan yang 
merupakan adab rakyat Indonesia tetap terjaga keaslian dan kelestariannya 
yang merupakan bagian dari corak keanekaragaman pada masyarakat 
Indonesia. 
 Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI 
dalam penulisan ini) sebagai suatu negara yang besar dengan jumlah 
penduduk yang padat, tentunya memiliki permasalahan yang harus dihadapi. 
Terutama ketika ekonomi bangsa Indonesia hancur saat setelah jatuhnya 
rezim Presiden Soeharto pada Mei tahun 1998 yang juga disebut zaman 
reformasi. Krisis moneter pada zaman reformasi tentunya memicu keadaan 
ekonomi bangsa Indonesia semakin memburuk, sehingga menjadikan krisis 
tersebut menjadi krisis makro atau krisis  multidimensi. 
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 Salah satu konsekuensi yang sangat berpengaruh terhadap jumlah 
rakyat Indonesia yang begitu padat, adalah semakin berkembangnya 
masalah-masalah yang dihadapi mulai dari persoalan sulitnya lapangan 
pekerjaaan yang berimplikasi kepada meningkatnya jumlah pengangguran 
dari tahun ke tahun, pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-
besaran, masalah kesehatan, kenakalan remaja, pelanggaran Hak Asasi 
Manusia (HAM) bahkan sampai kepada masalah yang menyangkut 
kejahatan lintas negara atau kejahatan internasional. 
 Dalam kerangka pembangunan di segala bidang, terutama dibidang 
hukum yang sekarang sedang giat-giatnya berlangsung di Indonesia, maka 
masyarakat Indonesia makin disadarkan pada peran penting hukum sebagai 
sarana pengendali tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara di berbagai kulturalnya.  
 Peran hukum sebagai sarana pengendalian sosial (social engineering) 
dan hukum sebagai sarana integratif bermasyarakat berfungsi sebagai 
pelindung akan kepentingan manusia1. 
 Kedudukan hukum sangat begitu dekat dengan kehidupan 
bermasyarakat, khususnya hukum pidana. Hukum pidana yang bersifat 
istimewa karena hukum pidana ini mengatur perhubungan antara individu 
dengan masyarakat. sebagai masyarakat. Hukum pidana dijalankan dalam 
                                                           
1 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Pembaharuan Sosial, Bandung : Alumni, 1983, hal. 127-146 
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hal kepentingan bagi masyarakat. yang betul-betul memerlukannya2. Tidak 
menutup kemungkinan juga terhadap kehidupan dalam suatu kehidupan 
rumah tangga. 
 Kewenangan negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian 
didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu 
sistem yang dikenal dengan nama sistem peradilan pidana. Dengan kata 
lain, dalam penerapan hukum pidana oleh negara, maka hal ini tidak akan 
terlepas dari adanya sistem peradilan pidana tersebut. ada pendapat dari 
Mardjono Reksodiputro3, berpendapat bahwa sistem peradilan (criminal 
justice system) adalah sistem yang ada dalam masyarakat untuk 
menanggulangi masalah kejahatan. Komponen-komponen yang 
bekerjasama dalam sistem peradilan pidana adalah intansi atau badan yang 
dikenal seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan lembaga 
pemasyarakatan. 
 Terkait masalah kejahatan dewasa ini, berbagai jenis-jenis kejahatan 
telah dihadapkan di persidangan seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, 
pemerkosaan, penganiayaan, sebagaimana yang dirumuskan dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP dalam 
penulisan ini) Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, 
                                                           
2
 Utrecht, E., Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1, Surabaya, : Pustaka Tintamas, 1987, hal. 57-58 
3 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan 
Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, 
2007, hal. 84. 
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Bahkan Kejahatan Nirkabel atau Kejahatan Tekhnologi Informasi yang diatur 
diluar KUHP. 
 Salah satu kejahatan yang marak terjadi adalah tindak pidana 
narkotika. Narkotika merupakan zat yang diperuntukkan untuk kepentingan 
pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun telah 
disalahgunakan oleh pelaku kejahatan narkotika. 
 Sungguh miris apabila diketahui bahwa tunas-tunas muda bangsa 
telah terjerumus dan diperbudak oleh penyalahgunaan narkotika. Bahkan 
bukan hanya generasi muda yang saat ini terjerembab kepada 
penyalahgunaan tersebut, bahkan pejabat, aparat kepolisian yang 
seyogianya sebagai pengayom masyarakat. artis-artis, serta wanita juga tak 
luput dari godaan penyalahgunaan narkotika. 
 Dari pengalaman sehari-hari diketahui bahwa, orang yang dipidana itu 
sebagian besar terdiri dari kaum pria, hanya sebagian kecil saja wanita yang 
masuk dalam lembaga pemasyarakatan, rumah-rumah penjara tempat-
tempat penahanan di kantor-kantor polisi dan lain sebagainya. 
 Pada akhir abad ke 19 sejak negara-negara barat mulai 
mengumumankan statistiknya tentang adanya orang-orang yang dipidana 
maka statistik-statistik tersebut membuktikan kebenaran anggapan yang 
tersebut di atas, bahwa jumlah kaum wanita yang dipidana adanya jauh lebih 
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sedikit dari kaum pria. Pada umumnya di bawah 50 persen dari jumlah 
seluruh orang-orang terpidana4. 
 Dewasa ini, faktanya bahwa semakin meningkatnya jumlah wanita 
yang melakukan kejahatan. Pemerintah Indonesia kemudian membuat 
lembaga pemasyarakatan khusus wanita di setiap kota-kota besar yang ada 
di Indonesia. Salah satunya terdapat di Sulawesi Selatan ini.  
 Sebagian besar wanita umumnya hanya menjadi korban kejahatan, 
dan terutama jika ketika wanita itu telah bersuami dan terkadang menjadi 
korban penganiyaan oleh suaminya, yang dikenal sebagai korban Kekerasan 
dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat KDRT dalam penulisan ini) 
namun, pengaruh kehidupan yang telah modern saat ini, ketika emansipasi 
wanita telah berbanding lurus dengan pria, mungkin juga berlaku terhadap 
pelaku kejahatan. Saat ini tidak mengherankan ketika seorang wanita 
melakukan tindak pidana pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan 
bahkan sebagai pengedar narkotika. 
 Kehidupan ekonomi yang sulit serta gaya hidup yang hedon 
merupakan salah satu pemicu terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh 
wanita, bahkan ketika wanita yang telah menjadi Ibu Rumah Tangga 
(selanjutnya disingkat IRT dalam Penulisan ini) yang telah banyak 
dihadapkan ke persidangan sebagai pengedar dan penyalahguna narkotika.. 
                                                           
4 R. Soesilo, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan), Politeia, 1985, 
Bogor,. Hal. 58. 
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 Membludaknya jumlah Pecandu Narkotika di Indonesia tak lepas dari 
peranan para Pengedar Narkotika. Apabila menilik lebih dalam tentang 
kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan ini,  sebenarnya dapat 
dikatakan bahwasanya akar dari tingginya angka pecandu narkotika di 
Indonesia berasal dari meningkatnya peredaran ilegal narkotika. Ironisnya 
ketika pengedar tersebut adalah IRT contohnya sebagaimana ketika faktor 
ekonomi dan gaya hidup menjadi indikator sebuah awal mula kejahatan. 
 Fenomena tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh IRT kini sudah 
dipandang sebagai persoalan kritis, seperti  yang telah di beritakan Harian 
Kompas Tahun 20115, yang memberitakan bahwa IRT ditangkap saat 
sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Sulawesi 
Tenggara,namun bukan hanya di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Selatan 
(selanjutnya disingkat Sul-Sel) juga telah banyak IRT yang telah ditangkap 
oleh aparat Kepolisian dan telah diproses sampai kepada pengadilan6.  
 Dari latar belakang masalah tersebut, penulis sungguh tertarik untuk 
melakukan serangkaian penelitian terhadap fenomena timbulnya kejahatan 
narkotika yang dilakukan oleh IRT dalam penelitian dengan judul : 
Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang 
Dilakukan Oleh Ibu Rumah Tangga Di Kota Makassar (Studi Kasus 
Tahun 2009-2012) 
 
                                                           
5 Diunduh dari Kompas Online “ Penangkapan Ibu Rumah Tangga saat Transaksi di Sulawesi 
Tenggara”, Jakarta Mei 2011.” http://kompas.online.com. Diunduh Tanggal 15 Februari 2013. 
6 Data diperoleh dari Berkas Perkara Kejaksaan Negeri Makassar pada Bulan Agustus 2012. 
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1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pertanyaan 
penelitian dalam penulisan ini adalah : 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 
narkotika yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) di Kota 
Makassar? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang 
dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar? 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak 
pidana narkotika yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) di 
Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana narkotika 
yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar. 
1.4 Manfaat Penelitian  
1. Memberikan pemahaman terhadap penulis mengenai kajian 
kriminologi terhadap sebuah peristiwa hukum yang terjadi sesuai 
dengan fakta dan peristiwa khususnya mengenai faktor-faktor 
timbulnya kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga 
di Kota Makassar. 
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2. Memberikan pemahaman yang lebih kepada penulis khususnya 
terhadap tindakan penanggulangan kejahatan terhadap kejahatan 
narkotika yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1  Hukum Pidana dengan Kriminologi 
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana 
 Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa 
Belanda Straafrecht :  straf berarti pidana, dan recht berarti hukum7. 
 Pengertian hukum pidana banyak dikemukakan oleh para sarjana 
hukum, diantaranya adalah Soedarto8 yang mengartikan bahwa : 
Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada 
perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu sebab-akibat 
yang berupa pidana 
 Selanjutnya penegrtian hukum pidana menurut Moeljatno9, 
menyatakan Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum 
yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan 
untuk : 
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 
yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan. 
                                                           
7
 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana 
Sebagai Syarat Pemidanaan, Yokyakarta : rangkang Education, 2012, hal. 2 
8 Ibid. 
9 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi 2008, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hal. 4 
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3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka telah melanggar 
larangan tersebut. 
2.1.2  Hubungan Hukum Pidana dengan Kriminologi 
 Hukum pidana sangatlah istimewa dikarenakan hukum pidana 
merupakan sanksi terakhir atau ultimatum remedium yang mengatur 
kehidupan masyarakat yang saling bersinggungan didalam kelompok 
bermasyarakat.  
 Dalam mempelajari hukum pidana, tentunya didukung oleh ilmu-ilmu 
yang dapat menunjang dan dibagi menjadi 3 bagian Ilmu, yaitu :10 
1. Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana 
a. Materil,Mengatur akan segala perbuatan-perbuatan yang dapat 
dipidana, seperti yang dirumuskan dalam KUHP, dan pidana 
yang dirumuskan dalam undang-undang khusus seperti 
Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Terorisme, 
dan sebagainya. 
b. Formil, yaitu prosesi beracara yang dimulai dari tingkatan 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan oleh jaksa, dan 
diputuskan atau ditetapkannya hukuman oleh sidang 
pengadilan dan yang terakhir penempatan dalam Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas). 
                                                           
10 Andi Hamzah, Ibid.hal 5 
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2. Empiris, yakni ilmu penunjang Hukum pidana yang bertumpu pada 
musabab terjadinya tindak pidana dan penggulangannya, seperti Ilmu 
Kriminologi, Forensik, Viktimologi, Penologi, Sosiologi Hukum. 
3. Filsafat Hukum Pidana, yakni Ilmu yang menjelaskan tujuan 
penjatuhan pidana dan teori-teori seperti : 
a. Teori perjanjian yang lahir pada masa Auufklaurung 
(pencerahan). 
b. Teori-teori absolut (mutlak). 
c. Teori-teori relatif. 
d. Teori-teori campuran. 
2.2 Pengertian Kriminologi 
 Kriminologi  asal dari kata-kata yunani Crime artinya kejahatan dan 
logos artinya ilmu pengetahuan, jadi kriminologi berarti ilmu pengetahuan 
tentang kejahatan.  
 Kriminologi yang seperti halnya disiplin ilmu lainnya menghendaki 
pembatasan atau definisi. Kriminologi menurut Van Bemmelen adalah 
layaknya merupakan The king without countries sebab daerah 
kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. Menurut Sholmo Shohan, 
sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, Kriminologi mengambil 
konsep dasar dan metodologi dari ilmu tingkah laku manusia dan lebih luas 
lagi dari nilai-nilai historis dan sosiologis dari hukum pidana11. 
                                                           
11 Di unduh dari http://the-catetan.blogspot.com/2010/04/blog-post.html. diunduh pada tanggal 28 
januari 2013 
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 Banyak literatur-literatur tentang kriminologi yang memberikan 
batasan atau pengertian tentang kriminologi. Tujuan dari pemberian definisi 
tersebut adalah untuk menunjukkan objek serta identitas suatu ilmu. 
Mengenai hal tersebut, Wolfgang berpendapat, bahwa krimimologi harus 
dipandang sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri, karena kriminologi 
telah mempunyai data-data yang teratur secara baik dan konsep teoritis 
yang menggunakan metode-metode ilmiah. Dengan kedudukan seperti itu 
tidak dipungkiri bahwa adanya hubungan yang seimbang dalam menyokong 
pengetahuan akan timbul dengan berbagai lapangan ilmu. Kedudukan 
sosiologi, psikologi, psikiatri, hukum, sejarah dan ilmu-ilmu yang lain secara 
sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan bantuannya kepada 
kriminologi tidak mengurangi peranan kriminologi sebagai suatu subjek yang 
berdiri sendiri yang didasarkan atas penelitian ilmiah. 
 Sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, kriminologi memiliki objek 
tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik 
objek materiil maupun formil. Pembeda antara bidang ilmu yang satu dengan 
bidang ilmu yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu 
ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya 
sama maka ilmu itu adalah sama. 
 Kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan 
ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial dengan tujuan untuk 
memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, 
dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan 
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menganalisa pola-pola dan faktor-faktor kausalitas yang berhubungan 
dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi sosial terhadap keduanya. 
 Mengenai ruang lingkup kriminologi  para sarjana memberikan definisi 
sendiri-sendiri seperti :12 
1. W.A. Bonger Guru besar di Universitas Amsterdam menyatakan 
bahwa: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau 
kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang 
berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan 
lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba 
menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang 
ada padanya, menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan-
kejahatan itu dinamakan etiologi.di samping kriminologi murni atau 
kriminologi teoritis ini di susun kriminologis  praktis. 
2. Edwin H. sutherland di dalam bukunya yang berjudul “principles of 
criminology” mengatakan bahwa, kriminologi adalah keseluruhan 
pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. 
dalam skop pembahasan ini, termasuk proses-proses pembuatan 
undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap 
pelanggaran undang-undang.  Proses-proses ini meliputi tiga aspek 
yang merupakan suatu kesatuan hubungan-hubungan sebab akibat 
yang saling mempengaruhi. 
                                                           
12 R. Soesilo Op.Cit. Hal. 12 
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3. M.P. Vrij menyatakan bahwa, kriminologi adalah suatu ilmu 
pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Mula-mula mempelajari 
kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari pada 
kejahatan tersebut. 
4. W E. Noach, guru besar di Jakarta yang merupakan salah satu 
pendiri dari Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Seorang 
peletak dasar pengajaran kriminologi Indonesia, dalam bukunya yang 
berjudul: Criminologie membagi kriminologi atas :  
a. Kriminologi dalam arti kata luas. Yakni kriminologi yang 
menggunakan ilmu-ilmu alam kimia dan lain-lain seperti ilmu 
kedokteran kehakiman (ilmu kedokteran forensik), ilmu alam 
kehakiman antara lain ilmu sidik jari (daktiloskopi) dan ilmu 
kimia kehakiman antara lain ilmu tentang keracunan (ilmu 
taksikologi). 
b. Kriminologi dalam arti kata sempit adalah ilmu pengetahuan 
yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab 
dan akibat-akibat dari kriminalitas (Kejahatan dari perbuatan-
perbuatan buruk). 
5. Kriminolog Paul Moedigdo Moeliono yang telah banyak berjasa 
melahirkan kriminolog-kriminolog muda Indonesia merumuskan 
bahwa, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh 
berbagai-bagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah 
manusia. 
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6. Soedjono D dalam bukunya yang berjudul “Konsepsi Kriminologi 
Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan” mengartikan bahwa 
kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, 
perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia 
dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu 
pengetahuan. Tegasnya kriminologi merupakan sarana untuk 
mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-
cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. 
7. J.Michael dan M.J. Adler menyatakan, bahwa kriminologi itu meliputi 
keseluruhan dari data-data tentang perbuatan-perbuatan dan sifat 
penjahat, lingkungannya dan cara penjahat itu secara resmi atau 
tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan masyarakat dan oleh para 
anggota masyarakat. 
8. A.E. Wood menentukan bahwa, istilah kriminologi itu meliputi 
keseluruhan dari pengetahuan yang di peroleh dari teori atau 
pengalaman yang berhubungan dengan kejahatan,di dalamnya 
termasuk reaksi-reaksi dari kehidupan bersama atas kejahatan dan 
penjahat. 
9. S. Seeling merumuskan, bahwa kriminologi adalah ajaran tentang 
gejala-gejala yang nyata, artinya gejala-gejala badaniah dan rohaniah 
dari kejahatan. 
10. W. Sauer mengartikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang 
sifat jahat dari pribadi seseorang dan bangsa-bangsa berbudaya. 
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Oleh karena itu objek penyelidikan kriminologis adalah pertama, 
kriminalitas di dalam kehidupan orang perorangan dan kedua, 
kriminalitas di dalam kehidupan negara-negara dan bangsa-bangsa. 
11. J. Constant melihat kriminologi itu suatu pengetahuan pengalaman 
yang bertujuan menentukan faktor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan dan penjahat. Dalam hal ini diperhatikan baik faktor-faktor 
sosiologis dan ekonomis,maupun faktor-faktor individu psikologis.   
 Apabila membandingkan rumusan-rumusan tersebut di atas, 
nampaklah dengan terang, mengenai bahwa kriminologi itu tidak ada 
kesatuan pendapat, satu sama lain tidak sama. Walaupun demikian, seorang 
awam mudah dapat mengambil kesimpulan bahwa, kriminologi adalah suatu 
ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari 
kejahatan dan penjahat,bentuk penjelmaan,sebab dan akibatnya, dengan 
tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu atau, agar hasilnya dapat 
digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu. 
 Dengan demikian, bidang kriminologi seluruhnya meliputi : pengertian 
tentang kejahatan dan penjahat,teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan, 
usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan dan perlakuan 
terhadap penjahat. 
2.2.1 Bagian-bagian Ilmu Kriminologi 
 Ilmu pengetahuan terpenting lainnya yang menunjang kriminologi 
misalnya falsafah,sosiologi (ilmu kemasyarakatan), Pisikologi (ilmu jiwa), 
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Antrhopologi (ilmu manusia) dan ilmu statistik, sehingga kriminologi itu 
meliputi bagian-bagian seperti :13 
1. Anthropologi kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang 
jahat. Ilmu pengetahuan ini memberi jawaban atas pertanyaan seperti 
seorang jahat mempunyai tanda-tanda khas apa di bidangnya?                            
Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan 
lain sebagainya. 
2. Sosiologi kriminil, ialah pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu 
gejala masyarakat.sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan 
dalam masyarakat,yang bisa disebut etiologi sosial. Dalam arti luas 
juga termasuk penyidikan mengenai keadaan-keadaan sekelililng 
phisik penjahat seperti pengaruh daerah (geografis) dan pengaruh 
hawa (klimatologis). 
3. Psikologi kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan di 
pandang dari sudut jiwa. Penyelidikan dapat diarahkan kepada jiwa 
kepribadian perorangan atau jiwa suatu kelompok atau massa,untuk 
mengetahui jiwa tersangka,saksi,pembela,hakim dan lain-lain, juga 
untuk menyusun golongan-golongan penjahat. 
4. Psiko dan neuropathology kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang 
penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya. 
5. Poenologi, ialah ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhan 
pidana, arti dan faedahnya. 
6. Statistic kriminil, ialah ilmu pengumpulan, penghitungan, pengukuran 
dan pengolahan angka gejala-gejala dalam kejahatan. 
2.2.2  Objek Kriminologi  
 Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang boleh dikatakan bukan 
’barang’ baru. Akan tetapi ilmu ini adalah ilmu yang sangat langka dalam 
perkembangannya. Perkembangan kriminologi terpusat dalam dua kutub, 
yaitu negara Eropa Kontinental dan negara Anglo Saxon. Akan tetapi 
perkembangan tersebut bersebrangan satu dengan yang lainnya. Terkecuali 
dengan objek yang diterapkannya. 
                                                           
13 Romli atmasasmita,ibid.hal.23 
18 
 Dengan demikian secara singkat dapat diuraikan, bahwa objek 
kriminologi adalah:14 
a. Kejahatan 
 Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat 
diketahui secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain 
atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah 
suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Banyak para 
pakar mendefiniskan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian 
kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi 
yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial. 
 Kejahatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kejahatan 
dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Disinilah 
letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu 
dalam perkembangan kriminologi. Perlu dicatat bahwa kejahatan 
didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut 
tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu 
yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan 
hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang 
telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula 
tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang 
dicantumkan dalam undang-undang pidana. 
 
                                                           
14 Soedjono Dirdjosisworo, Ruang Lingkup Kriminologi,1984.,Remaja Karya, Bandung.hal.32 
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b. Pelaku  
 Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari 
kriminlogi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah 
tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, 
kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya. Untuk 
dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan adalah mereka yang 
telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek 
penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang orang-orang 
yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut 
diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap 
hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum 
pidana baru. 
c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan 
pelaku kejahatan 
 
 Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah 
yang menentukan tingkah laku yang tidak dapat dibenarkan serta 
perlu mendapat sanksi pidana. Sdengan demikian dalam hal ini 
keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang 
perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi. 
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2.3  Pengertian Kejahatan 
 Pokok penyelidikan kriminologi sebagaimana ternyata dala uraian-
uraian di atas adalah kejahatan, yang artinya kejahatan yang dilakukan dan 
orang-orang yang melakukannya. Pengertian kejahatan itu ada dua jenis :15 
a. Pengertian kejahatan secara yuridis.  
Kata kejahatan menurut pengertian orang sehari-hari adalah tingkah 
laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat 
merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pencurian, 
penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia. 
Jika membaca rumusan-rumusan pasal-pasal didalam KUHP, jelaslah 
bahwa yang dimaksud dengan kejahatan adalah semua perbuatan 
manusia yang memenuhi rumusan delik yang telah ditetapkan dalam 
KUHP, misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi 
perumusan Pasal 338 KUHP yang dirumuskan bahwa barangsiapa 
dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena 
pembunuhan biasa, dengan pidana penjara selama-lamanya lima 
belas tahun. 
Jelaslah bahwa yang dipersalahkan membunuh adalah mereka yang 
melakukan perbuatan kejahatan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 
338 KUHP. Sudah barang tentu bahwa yang dianggap melakukan 
kejahatan mencuri adalah yang berbuat seperti yang telah dirumuskan 
                                                           
15 R.Soesilo, Loc.Cit.hal.11 
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dalam Pasal 362 KUHP sedangkan perbuatan penganiyaan 
dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP. 
Demikian juga yang telah dirumuskan dalam undang-undang) diluar 
KUHP, seperti undang-undang terorisme, undang-undang ekonomi, 
undang-undang pajak, undang-undang subversi, dan undang-undang 
narkotika, dirumuskan perbuatan-perbuatan apa yang dipandang 
sebagai kejahatan dan diancam dengan pidana. Jadi menurut hukum, 
atau lazim disebutkan secara yuridis formil, kejahatan adalah tingkah 
laku yang melanggar ketentuan didalam rumusan Pasal di dalam 
undang-undang. 
b. Pengertian secara sosiologis 
Pengertian ini adanya cakupan yang cukup luas daripada pengertian 
secara yuridis. Jikalau dalam pengertian yuridis yang masuk 
kejahatan itu terbatas hanya pada perbuatan-perbuatan yang 
bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan 
masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan oleh 
undang-undang pidana saja, maka kalau dalam penegrtian sosiologis, 
selain itu, kejahatan juga meliputi tingkah laku manusia, walaupun 
tidak atau belum ditentukan oleh undang-undang. Pada hakekatnya 
oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku 
atau perbutan yang secara ekonomis, maupun secara psikologis, 
menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila 
dalam kehidupan bersama. 
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2.3.1 Kejahatan Narkotika 
 Sebagaimana yang telah diketahui, objek kriminologi pertama adalah 
kejahatan. Selain yang dirumuskan dalam KUHPidana, kejahatan juga 
banyak dirumuskan di dalam Pasal undang-undang diluar KUHPidana 
seperti salah satunya yang terdapat pada Undang-undang No. 35 Tahun 
2009 Tantang Tindak Pidana Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika 
dalam penulisan ini). 
 Adapun yang menjadi pengertian narkotika adalah zat atau obat yang 
berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi 
sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 
sebagaimana yang telah dilampirkan dalam Undang-undang Narkotika. 
 Sesuai yang telah ditetapkan dalam konsideran UU Narkotika, 
dijelaskan bahwa kejahatan narkotika meliputi kegiatan mengimpor, 
mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan,dan/atau 
menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat 
dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
merupakan tindak pidana narkotika atau kejahatan narkotika, karena sangat 
merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan 
manusia, masyarakat, bangsa, serta ketahanan nasional. Atau dengan kata 
lain kejahatan narkotika yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuai dengan 
23 
rumusan yang terdapat dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai 
dengan Pasal 151 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
 Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan 
narkotika dan mengah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam 
UU Narkotika diatur juga mengenai bahan baku (prekursor) narkotika, 
dikarenakan prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau 
bahan kimia yang dapat digunakan dalam pebuatan narkotika. Di dalam UU 
Narkotika dilampirkan mengenai  Prekursor narkotika dengan melakukan 
penggolongan terhadap jenis-jenis precursor narkotika. Selain itu diatur pula 
mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan precursor narkotika. Untuk 
menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan 
precursor narkotika, diatur mengenai pemberian sanksi pidana, baik dalam 
bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (duapuluh tahun) pidana 
penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut 
dilakukan dengan mendasarkan pada golongan dan jenis, ukuran, dan 
jumlah narkotika. 
2.3.2  Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan Narkotika 
 Hubungan perekonomian dengan kejahatan senatiasa mendapat 
perhatian dan selalu menajdi objek penyelidikan orang-orang pandai sejak 
zaman dahulu. Dalam tahun-tahun sebelum masehi, pujangga Plato16 sudah 
menyatakan bahwa kekayaan dan kemiskinan itu menjadi bahaya besar bagi 
jiwa manusia. Bagi yang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 
                                                           
16 R. Soesilo. Op.Cit. Hal. 39 
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akan mempunyai rasa rendah dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, 
sebaiknya orang kaya yang hidupnya serba mewah menacri kesenangan 
dengan hiburan-hiburan. Berhubung dengan itu dijelaskan bahwa didalam 
suatu negara jangnlah terdapat orang-orang yang teralalu kaya dan orang-
orang yang teralalu miskin. 
 Dengan diketahuinya bahwa kemiskinan merupakan pemicu 
terjadinya kejahatan, mau tidak mau orang harus mengambil kesimpulan 
bahwa, harus ada keterkaitan dengan masalah masyarakat ekonomi lemah 
dengan kejahatan. Dalam arti kata bahwa kemiskinan memudahkan, bahkan 
dapat menimbulkan kejahatan. Tidak menutup kemungkinan karena desakan 
ekonomi atau kemiskinannya, menyebabkan orang-orang mengambil jalan 
pintas dengan menjadi penjahat dengan menjadi kurir, pegedar, dan bahkan 
sekaligus menjadi perantara dalam perdagangan narkotika yang diakomodir 
oleh Bandar-bandar besar yang telah memiliki sindikat. Tetapi faktor 
kemiskinan bukan hanya sebagai pemicu kejahatan, masih banyak faktor 
yang dapat ditarik kesimpulannya, terkait mengenai musabab terjadinya 
kejahatan. Gaya hidup, lingkungan, dan bahkan dari dalam diri penjahat 
tersebut, kesemuanya dapat dikategorikan sebagai sebab terjadinya 
kejahatan pada umumnya dan kejahatan narkotika pada khususnya. 
 Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebab-sebab 
terjadinya kejahtan narkotika merupakan keadaan sosiologis dan 
antropologis penjahatnya. Tentu halnya sangat terkait mengenai 
meningkatnya peredaran gelap narkotika. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 
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terdapat juga faktor-faktor sehingga peningkatan kejahatan narkotika itu 
semakin meningkatkan kapasitasnya. Aspek sosiologisnya seperti :17 
a. Berlakunya hukum pasar supply and demand.  
 Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional18 (selanjutnya 
disingkat BNN dalam penulisan ini), suatu Badan yang mengurusi 
supply and demand, pencegahan, dan pemebrantasan 
penyalahgunaan narkotika, menginformasikan bahwa sekitar 1,5% 
dari jumlah penduduk Indonesia (sekitar 3,2 juta orang) adalah 
penyalahguna narkoba. Sekitar 40 orang per hari telah meninggal 
dunia secara sia-sia karena narkoba. Hampir 70% dari semua 
penghuni Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas) 
atau Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disingkat Rutan) adalah 
narapidana atau tahanan dalam perkara. Selama demand 
(permintaan) masih ada, maka selama itu supply (penyediaan) akan 
berusaha ada. Dengan kata lain, selama pemakai dan pembeli masih 
ada, maka selama itu penjual akan selalu ada. Ada atau tidaknya 
peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia 
termasuk di seluruh Indonesia, adalah tergantung dari masyarakat di 
dunia dan rakyat Indonesia itu sendiri.  
 Ada yang menilai, salah satu penyebab masyarakat terjebak 
tindak kejahatan narkoba adalah faktor ekonomi. Dengan kata lain, 
                                                           
17 Siswanto, Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 tahun 2009),2012, 
Rineka Cipta, Jakarta. Hal.9 
18 Ibid. 
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penyebab seseorang menjadi pelaku, pengedar, kurir, pemasok, 
maupun sebagai bandar narkoba, didorong oleh kondisi ekonominya 
yang rendah. Apalagi, penghasilan dari penjualan narkoba tentu 
sangat menggoda banyak orang. Akibatnya, semakin banyak orang 
yang tergoda masuk ke jaringan haram itu dipastikan para korban di 
sekitar kita akan semakin banyak.  
 Harus disadari, dengan semakin mudahnya orang 
mendapatkan narkoba, muncul gejala sosial berupa kejahatan-
kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kejahatan narkoba ialah 
kejahatan kemanusiaan. Kejahatan narkoba merupakan payung dari 
segala kejahatan. 
b. Hukum dan kekuatan-kekuatan sosial.  
 Kekuatan uang sangatlah berpengaruh, untuk menutupi 
keperluan hidup yang tidak mencukupi dari gaji yang didapat, dan 
sebagian untuk menyamakan gaya hidupnya dengan gaya hidup 
orang lain yang lebih mapan. Malahan kekuasaan yang berlandaskan 
hukum dipakai untuk mendapatkan uang. Jika diperhatikan dari fakta 
social (social fact), aparatur hukum di Indonesia belum sepenuhnya 
professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tidak jarang 
terjadi aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kedudukan 
dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Banyak diantara aparat 
penegak hukum membuka jalan untuk melanggar hukum dan 
menimbulkan korupsi dan pungli. Sebagai contoh kasus Jaksa Esther 
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Tanak dan Dara Veranita yang diduga menggelapkan barang bukti 
sebanyak 343 butir ekstasi. Dalam kasus ini aparat hukum bertindak 
merugikan Negara demi mencari keuntungan pribadi untuk memenuhi 
gaya hidupnya. Seorang penegak hukum di Indonesia yang 
seharusnya menjadi penegak hukum justru melakukan tindakan yang 
mencoreng citra dan kewibawaan lembaga penegak hukum. Kasus 
penggelapan barang bukti yang diduga dilakukan jaksa Ester Thanak 
dan Dara Verenita ternyata hanyalah fenomena gunung es dari sekian 
banyak pelanggaran yang pernah dilakukan oleh oknum jaksa di 
berbagai daerah. Temuan tersebut dilansir Indonesia Corruption 
Watch (ICW) atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam 
kurun waktu 2004-200719. 
c. Efektivitas hukum dalam masyarakat.  
 Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti 
membicarakan daya kerja hukum  dalam mengatur dan atau 
memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sudah sejauh 
mana hukum diterapkan, apakah sanksi yang diberikan oleh aparat 
penegak hukum sudah mempuanyai efek jera kepada para pelaku 
kejahatan narkoba?. Berapa tahun sanksi yang diberikan kepada 
orang yang terlibat dalam kasus narkoba baik itu pemakai maupun 
pengedar, tapi masih saja marak peredaran narkoba tersebut. Ini 
membuktikan bahwa hukum belum berjalan efektif karena banyaknya 
                                                           
19 Siswanto. Ibid. 
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sanksi yang dijatuhkan tidak semuanya tegas, malah kadang selesai 
sebelum sampai diperiksa di pengadilan.  
 Berbicara mengenai efektivitas hukum yang ditentukan oleh 
taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum termasuk para 
penegaknya, Soerjono Soekanto20 berpendapat bahwa taraf 
kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indicator berfungsinya 
suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda 
bahwa hukum tersebut telah mencapat tujuan hukum yaitu berusaha 
untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan 
hidup”. Hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat, setidaknya 
memiliki kepastian hukum, memberikan jaminan keadilan bagi 
masyarakat dan berlaku secara umum. Penerapan hukum menjadi 
efektif apabila kaidah hukum itu sendiri sejalan dengan hati nurani 
masyarakat. Sebaliknya hukum seringkali tidak dipatuhi oleh 
masyarakat, ketika kaidah hukum itu sendiri tidak sejalan dengan 
keinginan atau harapan masyarakat. 
2.3.3  Upaya-upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika 
 Tingginya angka penyalahgunaan narkoba tersebut juga disumbang 
oleh ulah pada sindikat narkoba. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) 
sebagai garda depan dalam perang melawan narkoba di Indonesia terus  
membuktikan kemampuannya untuk memenangi perang tersebut. Sepanjang 
tahun 2009, polisi berusaha menunjukkan prestasi melalui berbagai tindakan 
                                                           
20 Siswanto, Op.Cit. Hal.67 
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pengungkapan kasus-kasus penyalahgunaan serta pembongkaran jaringan 
perdagangan narkoba.  
 Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah 
merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari 
para sindikat, yaitu khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun 
pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. 
Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait 
pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan 
dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik 
narkoba yang terus bermunculan. 
 Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus 
kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-
angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu 
sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam 
memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain dapat member 
petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi 
peredaran tersebut. 
 Di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang 
Kepolisian (selanjutnya disingkat UU Kepolisian dalam penulisan ini) 
menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 
serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada 
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pasal 13 UU Kepolisian tersebut juga diatur mengenai mengenai tugas 
pokok Kepolisian RepubIik Indonesia, yaitu; 
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;   
b. Menegakkan hukum; dan  
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
 Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian Republik Indonesia, seperti 
yang tertuang pada pasal 15 (c) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 adalah 
wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 
masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah 
kasus-kasus narkoba yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi 
penting pada proses sistem peradilan pidana.  
 Walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda, namun polisi 
mempunyai tugas yang hampir sama di seluruh dunia. Titik-titik kesamaan 
atau benang merah itu antara lain berupa21:  
1. Tugas pokoknya hampir serupa yakni; menegakkan hukum 
serta memelihara keamanan dan ketertiban umum.  
2. Mengalir dari tugas pokok itu dikenal tindakan kepolisian yang 
bermakna pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).  
3. Karena sifat penugasan yang keras, maka petugas polisi dan 
kepolisian umumnya harus kuat, diorganisasikan secara semi 
militer, dididik, dilatih dan diperlengkapi seperti militer. Bagian-
bagian tertentu bahkan dilaksanakan lebih berat dari militer.  
4. Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses 
pelaksanaan Criminal Justice System (CJS) atau sistem 
peradilan pidana, yang berkewenangan melakukan upaya 
                                                           
21 Paul Ricardo, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian (Studi Kasus 
Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi). Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 6.  No. III Desember 2010. 
Diunduh Pada tanggal 28 Februari 2013. 
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paksa dalam tindakan represif, yang potensial 
menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, 
maka polisi harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Untuk 
dapat bersikap dan bertindak santun juga harus diikat dengan 
etika kepolisian yang ditegakkan dengan konsekuen dan 
konsisten.  
5. Dalam tindakan preventif polisi berhak melakukan tindakan 
diskresi. Dalam melakukan tugas prevensi itu polisi boleh 
bertindak apa saja, asal tidak melanggar hukum itu sendiri.  
6. Pada hakekatnya benang merah itu membentuk perilaku dan 
budaya organisasi kepolisian dimanapun. Dengan demikian 
tubuh dan wajah organisasi polisi dapat berbeda-beda namun 
semangatnya hampir sama. Jiwa dan semangat organisasi 
polisi itu pada intinya adalah pengabdian dan pelayanan pada 
masyarakat. Karenanya secara moral polisi berkewajiban 
penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM.   
7. Dengan demikian polisi dimanapun yang secara sadar tidak 
menghormati HAM adalah satu pelanggaran serius.   
  
 Mengenai poin kedua, Kunarto mengartikan tugas preventif sebagai 
tugas yang bermakna pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat 
pada hukum dan memiliki daya lawan terhadap praktek melanggar hukum 
atau kejahatan. Pelaksanaan tugas preventif ini dibagi dalam dua kelompok 
besar yaitu:  
a. Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat 
kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan 
patroli.  
b. Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan 
kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang 
sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat 
hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan. 
  
 Sementara tugas represif adalah tugas terbatas, kewenangannya 
dibatasi oleh KUHAP sehingga asasnya bersifat legalitas yang berarti semua 
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tindakannya harus berlandaskan hukum. Bentuk pelaksanaan daripada 
tugas represif berupa tindakan penyelidikan, penggerebekan, penangkapan, 
penyidikan, investigasi sampai peradilannya, menambahkan satu tipe 
pencegahan lagi, yakni preemtif. Dalam praktek di lapangan, Kepolisian 
menyebut istilah preemtif ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif 
tidak langsung, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi 
law abiding citizens. Dalam hal ini polisi berbicara tentang penegakan hukum 
tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang 
sekalipun. Hal ini tercantum dalam pasal 14 UU Kepolisian, yang 
merumuskan tugas pokok polisi antara lain: 
Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 
hukum dan peraturan perundang-undangan. 
 
 Untuk mencapai polisi yang profesional dan pemolisian yang efektif 
diperlukan pemolisian yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan sehingga 
dapat menyesuaikan dengan corak masyarakat dan lingkungan yang 
dihadapi. Dipolisikan (Policing) adalah cara pelaksanaan tugas polisi yang 
mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun 
dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta 
kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai 
organisasi lainnya empat strategi operasional pemolisian, yaitu :22 
a. Reactive Policing, merupakan strategi operasional pemolisian yang 
menitiberatkan pada pola tindak polisi yang menekankan atas suatu 
                                                           
22Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III Desember 2010 : 232 – 245 Upaya Penanggulangan 
Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian.  
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tindakan kepolisian yang dilakukan setelah adanya suatu kejadian, 
pelanggaran atau timbulnya kejahatan.  
b. Proactive Policing, merupakan perluasan daripada reactive policing, 
yaitu polisi sudah mulai memanfaatkan informasi dari masyarakat 
tentang akan atau telah terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan, 
dengan menekankan pada kontrol kejahatan melalui deteksi dan 
pemantauan terhadap pelaku kejahatan. Adapun cara yang digunakan 
dengan melakukan kegiatan penyidikan, dengan metode-metode 
tertentu, seperti pembuntutan, penyamaran, dan lain sebagainya.  
c. Problem Solving Policing, merupakan strategi yang menggerakkan 
masyarakat dan petugas resmi yang ditentukan oleh undang-undang 
untuk secara bersama-sama mengatasi masalah kejahatan dengan 
caracara, seperti negosiasi ataupun berusaha untuk memecahkan 
masalah yang timbul sebelum menjadi masalah yang lebih besar.  
d. Community Policing, merupakan strategi yang menekankan untuk 
bekerjasama secara efektif dan efisien dengan semua potensi 
masyarakat, guna menghindarkan atau menghilangkan sedini 
mungkin semua bentuk kejahatan, yang kesuksesannya sangat 
tergantung dari kemampuan dan peran serta masyarakat dalam 
memerangi kejahatan yang terjadi. 
 Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba ke dalam tiga 
bagian, yakni preemtif, preventif, dan represif. Ketiga hal ini merupakan 
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fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang 
diatur dalam pasal 13 UU Kepolisian, yakni : 
1. Upaya Preemtif   
 Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan 
secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan 
yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor 
penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) 
dari adanya kejahatan tersebut. Dengan demikian akan tercipta suatu 
kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan 
terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala 
ancaman narkoba. Menyikapi maraknya penyalahgunaan narkoba, 
upaya preemtif merupakan salah satu kegiatan operasional yang 
dilakukan oleh Kepolisian.  
2. Upaya Preventif  
Tindakan preventif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang 
diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan 
kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat 
dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam 
pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Kepolisian 
melakukan penanganan secara preventif yang dilakukannya. Terkait 
adanya kesamaan kebutuhan, dalam hal ini mengurangi 
penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sesuai dengan 
konsep pemolisian (Policing) yang diungkapkan Findlay, Mark & 
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Ugljesa Zvekic. Pihak Satuan Kepolisian dalam pelaksanaan tugas 
polisi mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan 
maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, 
kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat 
maupun dari berbagai organisasi lainnya. Mengenai Operasi Khusus 
Kepolisian yang dilakukan biasanya pihak Satuan Narkoba 
(selanjutnya disngkat Satnarkoba) melakukannya bersama dengan 
instansi lain, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya 
disingkat LSM dalam penulisan ini)  yang bergerak di bidang 
pencegahan narkoba dan instansi pemerintah lainnya. Hal ini 
dilakukan ketika angka kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba 
semakin tinggi sehingga diperlukan operasi tersendiri (Operasi 
Khusus Kepolisian) di luar operasi yang dilakukan sehari-hari oleh 
Operasi Rutin Kepolisian yang dilakukan SatNarkoba adalah operasi 
yang dilakukan sehari-hari dalam kaitannya dengan kebijakan 
Kapolda mengenai target minimal kasus per bulan. Operasi ini juga 
termasuk melakukan razia terhadap kendaraan bermotor.  
3. Upaya Represif  
Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai 
terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal 
dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh 
aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian. 
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Mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan 
laporan masyarakat.  
2.4  Ibu Rumah Tangga dengan Kejahatan 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia23, ibu rumah tangga dapat 
diartikan sebagai seorang wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai 
macam pekerjaan rumah tangga, atau dengan pengeertian lain ibu rumah 
tangga merupakan seorang istri (ibu) yang hanya mengurusi berbagai 
pekerjaan dalam rumah tangga (tidak bekerja di kantor). 
 Suatu rumah tangga adalah kelompok yang paling kecil diantara 
kelompok kelompok lainnya yang ada dalam masyarakat yang terdiri dari 
ayah, ibu dan anak-anaknya. Walaupun demikian rumah tangga merupakan 
lingkungan yang palin kuat pengaruhnya dalam pembentukan kelakuan 
seseorang. 
 Ketidaklangsungan rumah tangga seperti, kematian, perceraian 
ataupun dengan pemebrian nafkah oleh kepala rumah tangga yang tidak 
berkecukupan, dapat berbuah sebuah kejahatan. Sebelumnya telah 
dijelaskan bahwa kehidupan rumah tangga itu erat kaitannya dengan 
kejahatan. 
 Perubahan kondisi rumah tangga dikarenakan kematian, perceraian 
memebuat seorang ibu dalam rumah tangga harus bekerja ekstra setelah 
ditinggal oleh kepala rumah tangga berarti akan menyebabkan sumber 
penghasilannya untuk membiayai kelangsungan hidupnya sendiri beserta 
                                                           
23 Di Unduh dari Pengertian Ibu Rumah Tangga tanggal 28 Februari 2013. 
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anak-anaknya. Akan menimbulkan penderitaan dalam tekanan ekonomi 
yang lama-kelamaan mendorongnya untuk berbuat kejahatan.  
 Diketahui belakangan ini bahwa pelaku kejahatan narkoba tidak 
hanya kaum laki-laki tapi juga wanita dan juga ada yang berstatus ibu rumah 
tangga. Bahkan, tak jarang anak-anak juga dilibatkan pada transaksi 
narkoba. Dari temuan yang ada, secara umum bersumber pada soal 
kemiskinan sehingga mereka berani terjun ke bisnis narkoba. Fakta ini 
sangat beralasan bahwa masalah narkoba di Indonesia telah melalui sejarah 
yang panjang. 
 Dalam kaitannya dengan keterlibatan IRT dalam peredaran narkotika 
adalah total menjadi kegiatan pengedaran tersebut sebagai suatu mata 
pencaharian dalam pemenuhan ekonominya. Selain difungsikan untuk 
pemenuhan ekonomi maka kegiatan pengedaran narkotika oleh IRT sangat 
dimungkinkan bahwa si IRT tersebut adalah juga sebagai pemakai. Dalam 
melakoni kegiatannya sebagai pemakai ia juga melakukan kegiatan 
pengedaran narkotika itu sendiri. 
 Banyak hal yang menjadi alasan mengapa para perempuan ini mau 
dijadikan kurir oleh kebanyakan sindikat narkoba. Salah satunya adalah 
penawaran upah yang cukup menggiurkan. Sebuah studi Departemen 
Kriminologi Universitas Indonesia bertajuk “Perempuan Kurir Dalam 
Perdagangan Gelap Narkoba” 1 Mei 2012 lalu menulis, penyebab utama 
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keterlibatan perempuan dalam rantai peredaran global narkoba hampir di 
semua negara adalah kemiskinan24. 
 Atas dasar hal tersebut, bisnis narkoba makin tak terkendali karena 
produsen dan bandar besar memanfaatkan anak-anak dan perempuan 
sebagai kurir. Terlebih jika seorang perempuan memiliki ketergantungan 
finansial dan ketakutan pada ancaman pelaku, sehingga mereka tidak dapat 
berbuat banyak ketika mengetahui telah dimanfaatkan dan dieksploitasi 
untuk aktivitas kriminal.  
 Komisioner Komisi Nasional Perempuan Subkom Partisipasi 
Masyarakat, mengatakan keterlibatan IRT dalam tindak kriminal semacam 
ini, akibat pelemahan ekonomi rumah tangga yang menimpa mereka. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
24Di Unduh dari http://suraban- kuliahfakultashukum. blogspot.com/ 2011/ 05/arti-kedudukan-dan-
fungsi-hukum-pidana.html pada tanggal 28 Februari 2013 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Lokasi Penelitian 
 Pada penyusunan skripsi ini, penulis mengambil lokasi pada 
Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, dan Rumah Tahanan Klas I 
Makassar. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena penulis menganggap 
bahwa lembaga ini mampu memberikan data-data yang dibutuhkan dalam 
rangka penulisan dan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat 
memperoleh gelar Sarjana Hukum. 
3.2. Jenis dan sumber data 
 Jenis dan sumber data yang digunakan dalam rangka penelitian ini 
adalah jenis data primer dan data sekunder. 
1. Data Primer 
Jenis data primer yang digunakan dengan tehnik wawancara 
langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan 
pembahasan masalah dalam skripsi ini khususnya kepada Aparat 
Kepolisian Dit Narkoba Restabes Makassar, dan Ibu rumah tangga 
yang menjadi terpidana pada Rutan Klas I Makassar. 
2. Data sekunder 
Jenis data sekunder yang digunakan, dapat diperoleh dari buku-
buku hukum, kamus hukum, Undang-undang, Skripsi, Tesis, 
Literatur dan bahan dari Internet juga data-data yang diperoleh dari 
lembaga terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini. 
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3.3. Tekhnik Pengumpulan data 
 Data yang telah dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, dengan 
melakukan tehnik wawancara secara depth interview serta memberikan 
kuisioner jika dibutuhkan dengan pihak-pihak yang terkait khususnya Polisi  
Dit Narkoba Restabes Makassar, serta Terpidana Ibu Rumah Tangga 
sebagai pelaku kejahatan narkotika, dan mengambil data-data dari instansi 
terkait serta berbagai sumber tertulis yang berhubungan dengan bahan 
penelitian, yaitu Undang-undang, artikel-artikel dan lain-lain. 
3.4. Analisis Data 
 Keseluruhan data yang diperoleh nantinya baik dari data primer 
maupun sekunder diolah dan dianilisis secara kualitatif yaitu, uraian menurut 
mutu dan sifat gejala dalam peristiwa hukumnya yang berlaku dalam 
kenyataannya sebagai gejala data primer yang berhubungan dengan teori-
teori dalam data sekunder nantinya, kemudian ditulis secara deskriptif pada 
tugas akhir/ skripsi ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika yang 
Dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar 
 Sebelum membahas lebih jauh tentang faktor yang menyebabkan 
tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh IRT, maka terlebih dahulu 
penulis akan menunjukkan data-data tindak pidana narkotika yang dilakukan 
oleh IRT, yang diperoleh dari penelitian langsung ke lapangan. Guna 
memperoleh data, penulis melakukan penelitian di Polrestabes Makassar,, 
dan di Rutan Klas I Kota Makassar.  
 Dari data yang diperoleh penulis dapat mengetahui faktor-faktor 
penyebab terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh IRT dan 
upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulanginya. Dari penelitian yang 
dilakukan di Polrestabes Makassar, penulis mendapatkan data mengenai 
tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh IRT yang terjadi diwilayah 
hukum Polrestabes Makassar dalam kurun waktu 2009-2012, yang dalam 
kurun waktu tersebut, tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh IRT 
meningkat tiap tahunnya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 1 
Data Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga 
di Kota Makassar kurun waktu 2009-2012 
No Tahun 
Tindak Pidana Narkotika yang 
dilakukan oleh Ibu Rumah 
Tangga 
1 2009 28 
2 2010 34 
3 2011 37 
4 2012 41 
Jumlah kasus selama 4 tahun : 140 
Sumber : Polrestabes Makassar 2013 
 
 Berdasarkan tabel 1 diatas, diketahui bahwa dalam kurun waktu 4 
tahun sejak 2009 sampai dengan 2012 terdata di Polrestabes Makassar 
sebanyak 140 Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh perempuan 
yang berstatus Ibu Rumah Tangga, belum termasuk perempuan remaja yang 
terdata dan diproses oleh Satnarkoba Polrestabes Makasaar. 
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 Dari data tabel 1, sebanyak 140 kasus dalam kurun waktu 4 tahun 
dari hasil penelitian penulis di Satnarkoba Polrestabes Makassar, terbagi 
atas beberapa jenis kejahatan narkotika yang dilakukan oleh ibu rumah 
tangga dalam kurun waktu 4 tahun. Adapun jenis-jenis tindak pidana 
narkotika yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di kota Makassar, dapat di 
lihat pada tabel 2 berikut : 
Tabel 2 
Jenis Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga 
di Kota Makassar dalam kurun waktu 2009-2012. 
No Tahun Bandar Pengedar Pemakai 
Bandar 
dan 
pemakai 
Jumlah 
1 2009 13 5 10 20 48 
2 2010 17 10 7 21 45 
3 2011 21 7 9 27 54 
4 2012 23 12 6 30 61 
Jumlah 74 34 32 98 208 
Sumber : Polrestabes Makassar 2013 
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 Dari tabel 2 diatas terbagi beberapa kejahatan narkotika yang 
dilakukan oleh ibu rumah tangga di kota Makassar, pada tahun 2009 tercatat 
Bandar sebanyak 13 orang, pengedar sebanyak 5 orang, dan pemakai 
sebanyak 10 orang. Pada tahun 2010 tercatat Bandar sebanyak 17 orang, 
pengedar sebanyak 10 orang, dan pemakai sebanyak 7 orang. Pada tahun 
2011 tercatat Bandar narkotika sebanyak 21 orang, pengedar sebanyak 7 
orang, dan pemakai sebanyak 9 orang. Sedangkan pada tahun 2012 terdata 
Bandar narkotika yang dilakukan oleh ibu rumah tangga sebanyak 23 orang, 
pengedar sebanyak 12 orang, dan pemakai sebanyak 6 orang. 
 Dapat dilihat dari kejahatan narkotika yang dilakukan oleh IRT di kota 
Makassar, khususnya yang berprofesi sebagai Bandar narkotika mengalami 
peningkatan kasus setiap tahunnya seperti yang penulis tunjukkan pada 
grafik garis biru diatas. Sementara kejahatan narkotika yang dilakukan hanya 
sebagai pengedar dan pemakai kadang mengalami kenaikan dan penurunan 
jumlah tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan grafik garis diatas 
sedangkan yang merupakan Bandar sekaligus pemakai rata-rata mengalami 
kenaikan tiap tahunnya. 
 Peningkatan angka kejahatan narkotika di Makassar khususnya 
pelaku kejahatan tersebut adalah ibu rumah tangga tentu memberikan 
kontribusi pemahaman bahwa kejahatan narkotika sudah mencapai titik yang 
sangat memprihatinkan. Tentu dibalik semua itu, sehingga ibu rumah tangga 
melakukan kejahatan nearkotika memiliki sebuah alasan baik itu ekonomi, 
perilaku dalam diri, status pernikahan, pendidikan dan lain sebagainya. 
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 Dari keterangan tabel dan grafik mengenai jenis kejahatan narkotika 
yang dilakukan oleh IRT di kota Makassar, penulis lebih lanjut 
menspesifikkan data terkait domisili yang banyak kasus kejahatan 
narkotikanya yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di kota Makassar. 
Karena faktor lingkungan tidak terlepas dari meningkatnya angka kejahatan 
narkotika di kota Makassar, khususnya ibu rumah tangga sebagai pelaku 
dari tahun 2009-2012. Adapun lingkungan yang penulis kelompokkan 
berdasarkan bagian kepolisian sektor yang ada di kota Makassar pada Tabel 
3, yakni : 
Tabel 3 
Jumlah Kasus Kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh Ibu Rumah 
Tangga di wilayah Kepolisian Sektor di Kota Makassar 2009-2012 
No Kepolisian Sektor 
Kasus narkotika selama 4 tahun 
terakhir 
1 Biringkanaya 9 
2 Bontoala  8 
3 Makassar 7 
4 Mamajang 7 
5 Manggala 8 
6 Mariso 9 
7 Panakkukang 11 
8 Rappocini 10 
9 Tallo 12 
10 Tamalanrea 10 
11 Tamalate 13 
12 Ujung Pandang 11 
13 Ujung Tanah 12 
14 Wajo  13 
Jumlah  140 
Sumber : Polrestabes Makassar 2013 
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 Dari data tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa Lingkungan dalam 
wilayah hukum Polsek Makassar dan Mamajang terdapat 7 kasus kejahatan 
Narkotika dalam kurun waktu 2009-2012, Polsek Bontoala dan Polsek 
Manggala terdapat 8 kasus, Polsek Biringkanaya dan Mariso sebanyak 9 
kasus, Wilayah hukum Polsek Rappocini dan Tamalanrea sebanyak 10 
kasus, wilayah Polsek Panakukang dan Ujungpandang terdapat 11 Kasus, 
dan wilayah hukum Polsek Tallo, Ujungtanah, Wajo dan Polsek Tamalate 
terdapat dari 12 hingga 13 kasus kejahatan narkotika yang dilakukan oleh 
ibu rumah tangga dalam kurun waktu 2009-2012. 
 Mengenai kasus kejahatan narkotika yang tertinggi yang terdapat 
pada wilayah Hukum tamalate dan Polsek Wajo, penulis meminta penjelasan 
kepada Bapak Kepala satuan Reserse Narkoba25 pada Polrestabes 
Makassar. Adapun pendapat  yang penulis kembangkan adalah mengenai 
masalah lingkungan pergaulan masyarakat Makassar pada wilayah 
Kecamatan wajo dan tamalate tersebut masih kental dengan budaya asli 
Makassar, tutur bahasa, kegiatan setiap hari, dan masih banyak warganya 
yang belum mengecap pendidikan, dan kebanyakan tidak bekerja atau 
pengangguran, adapun yang bekerja hanya sebagai buruh kasar, tukang 
becak, tukang parkir, pengemis, dan gelandangan, jadi opsi untuk menjadi 
Bandar atau pemakai sangat rentan bagi warga masyarakat disana. 
                                                           
25 Hasil pengembangan wawancara dengan Bapak AKBP Ucuk Supriyadi selaku Kepala Satuan Reserse 
Narkoba  pada tanggal 26 April 2013 di Polrestabes Makassar. 
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 Selain dari data mengenai lingkungan sebagai salah satu faktor 
terjadinya kejahatan narkotika yang dilakukan oleh IRT di Kota Makassar, 
penulis juga mengembangkan penelitian terhadap faktor internal dalam diri 
pelaku kejahatan narkotika. Penulis mengadakan serangkaian wawancara 
dengan pelaku terkait usia, pendidikan, status pernikahan dan pekerjaan 
sebelum menjadi pelaku kejahatan narkotika di Rutan Klas I Makassar. 
Terdapat 5 responden yang penulis mintai keterangan. Adapun hasil 
wawancara penulis uraikan dalam tabel 4 berikut : 
Tabel 4 
Data mengenai Usia, Pendidikan, Status Pernikahan, Pekerjaan, dan 
Jenis Kejahatan Para pelaku Kejahatan Narkotika. 
Pelaku 
Kejahatan 
Narkotika 
Usia Pendidikan 
Status 
Pernikahan 
Pekerjaan Kasus Kejahatan 
Pelaku 1 27 SLTA Cerai / Janda 
Pegawai 
Salon 
Bandar / Pemakai 
Pelaku 2 34 SLTP Cerai / Janda IRT Bandar / Pemakai 
Pelaku 3 35 SLTP Menikah IRT Bandar 
Pelaku 4 42 SD Menikah IRT Bandar 
Pelaku 5 45 SD Cerai / Janda IRT Bandar 
Sumber : Hasil wawancara dengan Pelaku di Rutan Klas I Makassar 
 Dari tabel 4 diatas dilihat keterangan dari Pelaku 1 yang berusia 27 
tahun telah berstatus janda dengan latarbelakang pendidikan SLTA, adapun 
faktor perceraian yang penulis ketahui dari hasil wawancara dengan pelaku 1 
dikarenakan Pelaku 126 dan suami tidak ada kecocokan, seringnya berbeda 
                                                           
26 Hasil wawancara dengan Pelaku kejahatan Narkotika di Rumah Tahanan Klas I Makassar pada 
Tanggal 30 April 2013. 
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pendapat sehingga berujung pertengkaran dan akhirnya memutuskan cerai. 
Lebih lanjut penulis memperoleh keterangan bahwa yang melatarbelakangi 
sehingga pelaku 1 melakukan kejahatan Narkotika karena ajakan teman 
sekerja untuk memperoleh uang tambahan dan juga pelaku beralasan 
bahwa pelaku 1 menggunakan narkotika hanya untuk senang-senang saja 
juga sebagai pengurang stres setelah bercerai dengan suami. 
 Dari hasil wawancara dengan Pelaku 227, faktor yang 
melatarbelakangi sehingga melakukan Tindak Pidana Kejahatan Narkotika 
adalah setalah cerai dengan suami pada Tahun 2009 dikarenakan suami 
berselingkuh dengan wanita idaman lain, Pelaku 2 sangat stress 
dikarenakan Pelaku 2 juga memiliki dua orang anak yang masih kecil yang 
harus Pelaku 2 nafkahi seorang diri. Dari awalnya pelaku 2 hanya sebatas 
pemakai narkotika sehingga bisa mengurangi stress akibat perceraiannya,, 
akhirnya merangkap juga sebagai Bandar narkotika, karena untung dari hasil 
penjualan narkotika menurutnya dapat menghidupi pelaku 2 dengan dua 
orang anaknya. 
 Pada keterangan Pelaku 3 dan Pelaku 4 pada tabel 4 diatas masih 
terikat pernikahan dengan suaminya. Adapun yang melatarbelakangi 
sehingga pelaku 3 melakukan kejahatan narkotika yang penulis mintai 
keterangan yakni membantu suami untuk mengedarkan narkotika. Dari 
keterangannya, Pelaku 3 memiliki tugas membagi narkotika jenis shabu ke 
                                                           
27 Hasil wawancara dengan pelaku kejahatan narkotika di Rumah Tahanan Klas I Makassar pada 
tanggal 30 April 2013 
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beberapa paket kecil ukuran 1 gram setalah suami membeli narkotika 
tersebut dari Bandar besar. Lain halnya dengan pelaku 4 yang hanya sempat 
bersekolah sampai sekolah dasar, dari hasil wawancara dengan Pelaku 4, 
penulis memeperoleh data bahwa yang melatar belakangi Pelaku 4 
melakukan Kejahatan Narkotika, yakni sama dengan Pelaku 3 dengan 
alasan membantu suami memperoleh penghasilan tambahan, menurut 
Pelaku 4, penghasilan suami yang bekerja sebagai buruh kasar tidak mampu 
menghidupi kebutuhan sehari-hari rumahtangganya, sehingga Pelaku 4 
melakoni profesi Bandar narkotika, dimana narkotika tersebut diperoleh dari 
tetangganya yang tidak lain adalah Pelaku 3. 
 Lain hal dengan Pelaku 5 yang berusia 45 tahun dan berpendidikan 
hanya selesai pada bangku sekolah dasar, dari keterangannya yang 
melatarbelakangi sehingga melakukan kejahatan narkotika adalah 
menyangkut pembayaran utang, Pelaku 5 mengatakan bahwa utang yang 
dimiliki setalah ditinggal mati oleh suami sangat banyak dan Pelaku 5 tidak 
memiliki pekerjaan, sehingga Pelaku 5 memilih menjadi Bandar narkotika 
daripada menjadi Pekerja seks komersial. 
 Dari hasil penelitian di Polrestabes Makassar dan wawancara yang 
dengan pelaku tindak pidana narkotika yang berada di Rumah Tahanan 
KLAS I Makassar, selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor 
yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan 
oleh IRT di Kota Makassar adalah :  
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1. Faktor kesulitan ekonomi  
 Sulitnya ekonomi Ibu Rumah Tangga yang tidak memiliki Pekerjaan 
setalah bercerai dengan suami memberikan point utama bahwa kesulitan 
untuk memenuhi kebutuhan pasca bercerai dengan suami menjadi 
penyumbang meningkatnya kejahatan di wilayah Kota Makassar yang 
khususnya kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Ibu rumah Tangga. 
Menurut Pendapat  Aristoteles28 bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan 
dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk 
memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemawahan. Lebih 
lanjut menurut pendapat Thomas Aquino29 mengemukakan bahwa Pengaruh 
kemiskinan atas kejehatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan 
dan memboros-boroskan kekayaanya, jika suatu kali jatuh miskin, maka 
mudah menjadi pencuri. 
 Dari pendapat para ahli di atas dilihat bahwa faktor ekonomi sangat 
berpengaruh terjadinya kejahatan khususnya kejahatan narkotika, dimana 
dari data yang diperoleh dari penelitian bahwa terdapat 4 pelaku yang tidak 
mempunyai pekerjaan selain menjadi ibu rumah tangga dan  yang bekerja 
sebagai pegawai salon yang tergolong masih muda yang pada dasarnya 
kelima pelaku menginginkan pengahasilan tambahan. Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa faktor ekonomi mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah 
laku terutama keadaan psikis dan financial sehingga mereka dapat 
melakukan kejahatan Narkotika di Kota Makassar. 
                                                           
28 Santoso, Topo, Efa Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta : Aksara Baru, 2001, hal. 11 
29 Ibid. 
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2. Faktor Lingkungan dan Domisili 
 Kejahatan Narkotika khususnya Ibu Rumah Tangga sebagai pelaku 
kejahatan adalah kejahatan yang sangat berakibat buruk terhadap manusia 
lainnya didalam suatu lingkungan masyarakat. Oleh karena itu manusia 
adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan narkotika tidak dapat 
dipisahkan dari lingkungan sosial tempat hidup seseorang yang berpengaruh 
dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi 
seseorang  tidak  akan  lepas dari  pengaruh lingkungan seperti yang 
ditunjukkan pada tabel 3 sebelumnya, bahwa lingkungan pada kecamatan 
tertentu yang jika dilihat dari posisi wilayahnya yang dihuni oleh sebagian 
masyarakat marginal  menunjukkan angka kejahatan narkotika diatas dari 
wilayah lainnya yang ada dikota Makassar. 
3. Faktor Rendahnya Pendidikan 
 Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat 
menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah 
terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari 
perbuatannya. Salah satunya adalah kejahatan narkotika dikarenakan 
pelakunya memiliki pendidikan  yang rendah di Kota Makassar dan 
kemungkinan besar mereka yang berpedidikan rendah tersebut tidak 
mengetahui akibat dari kejahatan narkotika. Dapat dilihat dari tabel 4 diatas, 
pendidikan yang paling tinggi oleh pelaku kejahatan narkotika adalah 
sekolah lanjutan tingkat atas hanya 1 orang, 2 hanya memiliki ijazah sekolah 
lanjutan pertama, dan dua hanya selesai pada tingkat sekolah dasar. 
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4.2 Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh 
Ibu Rumah tangga di Kota Makassar 
 Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadi kejahatan 
Narkotika yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar, penulis 
mencoba untuk memaparkan upaya yang dapat dilakukan untuk 
menanggulangi kejahatan khsusunya kejahatan narkotika 
 Usaha penanggulangan suatu kejahatan, baik yang menyangkut 
kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum 
Negara., tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak 
mungkin menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap 
ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan 
hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah 
kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya 
serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan 
dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap 
meningkatnya kasus kejahatan narkotika, juga karena semakin meluasnya 
informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan 
dunia yang dapat berdampak negatif. Oleh sebab itu, diperlukan upaya 
menanggulanginya dengan tindakan preventif maupun tindakan represif. 
 Adapun tindakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi 
meningkatnya angka kejahatan narkotika di kota Makassar dapat dilakukan 
yakni : 
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1. Upaya Preventif, yakni Usaha yang dilakukan sebelum ada kejahatan 
atau pelanggaran yang terjadi dengan maksud menjaga jangan 
sampai terjadi kejahatan atau pelanggaran tersebut. 
a. Individu dalam Masyarakat. 
Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan narkotika 
dapat ditanggulangi lebih awal dari kesadaran individu itu sendiri, 
menjauhkan diri dari lingkungan yang tidak sehat hukum, juga 
menggali informasi terkait bahaya penyalahgunaan dan beratnya 
hukuman yang dapat diterima ketika berurusan dengan narkotika. 
b. Lingkungan Masyarakat 
Lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat adalah suatu 
komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu 
sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah 
satu hal yang penting dimana menentukan dapat atau tidaknya 
suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu 
adanya poa hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat 
ruang atau untuk terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan 
narkotika Pencegahan terhadap kejahatan Narkotika yang 
merupaka suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini 
mungkin pada setiap anggota masyarakat. Upaya yang dilakukan 
agar mencegah terjadinya Kejahatan Narkotika yaitu dengan 
menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai 
yang dianut oleh masyarakat. seperti mengadakan acara 
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silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan 
ceramah-ceramah yang dibawakan oleh pemuka agama. 
c. Usaha pemerintah Kota Makassar 
Dalam usaha penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan 
narkotika, pemerintah kota Makassar juga memiliki andil terkait hal 
ini, menginggat pemerintah kota Makassar merupakan 
perpanjangan tangan dari Negara, maka pemerintah mempunyai 
kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari masyarakat dan 
bertanggungjawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
aman dan tentram. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh 
pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan terutama 
kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Ibu Ruman Tangga di 
Kota Makassar, seperti : 
 Mengadakan Penyuluhan Hukum di tiap Kelurahan 
Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, 
mengingat bahwa pelaku kejahatan, khususnya kejahatan 
narkotika adalah ibu rumah tangga tingkat kesadaran 
hukumnya masih tergolong rendah, sehingga dengan 
adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat 
memahami dan menyadari, bahwa kejahatan narkotika itu 
merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat 
merugikan generasi muda dan masyarakat luas pada 
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umumnya, yang diancam dengan sanksi pidana yang telah 
dirumuskan di dalam Undang-undang. 
 Mengadakan penyuluhan Keagamaan Rutin/ Majelis ta’lim 
Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk 
mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. 
Melalui penyeluhan keagamaan diharapkan keimanan 
seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin 
kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari di 
dalam masyarakat, sehingga tidak tertarik untuk melakukan 
kejahatan khususnya kejahatan narkotika. 
 Menggalakkan Kembali Program PKK 
Khsusunya ibu-ibu rumah tangga yang berada dalam suatu 
lingkungan kelurahan agar diberi kesibukan dengan 
pelatihan keterampilan sehingga dapat menjadi modal kerja 
dan memiliki penghasilan walau telah berstatus janda dan 
dapat memberikan kontribusi bagi lembaga perkreditan 
rakyat untuk membantu industri rumah tangga yang dapat 
dilakukan oleh ibu-ibu yang tidak memilki modal usaha. 
 Upaya dari Polrestabes Makassar 
Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, 
juga memandang peranan yang sangat penting demi 
terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Usaha 
yang dilakukan polisi dalam upaya penanggulangan 
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kejahatan diantaranya adalah melakukan patrol rutin untuk 
meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan 
masyarakat, selain itu kepolisian juga secara rutin 
memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. 
Selain itu kepolisian juga secara rutin memberikan 
penyuluhan hukum terhadap masyrakat. Selain itu aparat 
kepolisian dalam melakukan patroli diharapkan mampu 
membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat 
sehingga tercipta hubungan yang harmonis anntara polisi 
dengan masyarakat yang nantinya akan melahirkan 
kerjasama yang baik diantara keduannnya. 
2. Upaya Represif, merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan apabila 
kejahatan telah dilakukan, seperti halnya penjatuhan pidana. 
 Selain upaya preventif diatas, juga diperlukan upaya represif 
sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Tindakan 
represif yang dilakukan oleh Kepolisan harus sesuai dengan prosedur 
yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian 
tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan 
dikarenakan jika terjadi kesalahan prosuder dan lain sebagainya yang 
mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal 
tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang 
bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-
wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap 
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pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain 
sebagainya. 
 Bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari 
kepolisian dan melakukan penuntutan dengan pemberian sanksi yang 
berat dan mempertimbangkan rumusan Pasal dalam undang-undang 
narkotika kemudian meneruskan ke majelis hakim pengadilan negeri.  
 Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal 
kepada pelaku sesuai dengan rumusan Pasal narkotika yang telah 
dilanggar, agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali 
untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi 
kembali. 
 Sementara bagi pihak Lembaga Permasyarakatan memberikan 
pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga 
Permasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan 
hukum serta berbagai macam keterampilan. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang 
menyebabkan Ibu Rumah Tangga melakukan Kejahatan Narkotika, penulis 
berkesimpulan bahwa yang melatarbelakangi sehingga terjadi kejahatan 
narkotika yang dilakukan Oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar adalah : 
1. Faktor ekonomi yang lemah, ditambah dengan status pernikahan 
yang telah dialami, sehingga lebih menyebabkan kesulitan ekonomi 
bagi Ibu Rumah tangga di Kota Makassar. 
2. Faktor Lingkungan dan Domisili, faktor sosiologis dalam lingkungan 
masyarakat yg kebanyakan dihuni oleh masyarakat yang kurang 
mampu, memberikan kontribusi bahwa lingkungan yang banyak kaum 
marginalnya memiliki angka kejahatan dibandingkan dengan 
lingkungan lain yang ada di Kota Makassar 
3. Faktor pendidikan yang masih rendah, pendidikan yang minim juga 
salah satu faktor ibu rumah tangga menjadi pelaku kejahatan 
narkotika di kota Makassar, kurang ilmu pendidikan sehingga 
berakibat pada kurangnya pengalaman kerja, sehingga pekerjaan 
instant yang memperoleh laba yang banyak menjadi opsi untuk 
mencari penghidupan seperti menjual narkotika. 
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5.2 Saran 
1. Untuk mencegah terjadinya Kejahatan Narkotika yang dilakukan Oleh 
Ibu Rumah tangga sangat diperlukan peran aparat penegak hukum 
agar lebih memaksimalkan fungsi masyarakat yang tanggap dan 
dapat mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang 
berwajib serta diperlukan professionalisme dalam menangani tindak 
pidana narkotika yang terjadi ditengah masyarakat. Harus dilakukan 
upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif dalam 
masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum yang 
diselenggarakan pemerintah setempat mulai dari tingkat RT, RW, dan 
Kelurahan se-Kota Makassar, serta Memberikan pendidikan 
tambahan dengan Program keterampilan bagi ibu-ibu yang kurang 
memiliki pengalaman kewirausaan dan penyertaan modal usaha 
untuk industri kecil rumah tangga. Dalam hal ini juga sangat 
diperlukan peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat serta ulama 
memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan dari sudut 
pandang agama, moral etika dan juga menganai dampak yang 
ditimbulkan.  
2. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih 
mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah 
kejahatan khususnya kejahatan narkotika di Kota Makassar. 
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